
 

MENTERI DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA 

 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

 NOMOR 25 TAHUN 2021 

TENTANG 

DINAS PENANAMAN MODAL  

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah 

provinsi dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi dan 

penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah 

kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten/kota;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan 

ketentuan Pasal 7 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah 

Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri tentang Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

  

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

SALINAN 
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Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6618); 

6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG DINAS 

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 

PINTU. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah 
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perangkat daerah pemerintah daerah provinsi atau 

pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai 

tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang penanaman modal yang 

menjadi kewenangan daerah. 

2. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah 

sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan 

dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 

keahlian dan keterampilan tertentu. 

3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dalam negeri. 

 

Pasal 2  

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman 

pembentukan DPMPTSP yang tidak merumpun atau 

dirumpunkan dengan urusan pemerintahan lainnya yang 

menjadi kewenangan daerah provinsi dan daerah 

kabupaten/kota. 

 

BAB II  

BENTUK DAN NOMENKLATUR  

 

Pasal 3  

(1) Perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah 

kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan 

pelayanan terpadu satu pintu berbentuk Dinas. 

(2) Nomenklatur Dinas yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu provinsi dan kabupaten/kota yaitu 

DPMPTSP. 

(3) Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pelayanan 

perizinan berusaha dan nonperizinan. 

(4) Pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

dibentuk unit pelaksana teknis daerah. 
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BAB III  

TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI 

 

Pasal 4  

DPMPTSP mempunyai tugas membantu kepala daerah 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman 

modal dan pelayanan terpadu satu pintu. 

 

Pasal 5  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4, DPMPTSP menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman 

modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. 

 

Pasal 6  

(1) DPMPTSP dipimpin oleh Kepala Dinas. 

(2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

membawahi:  

a. 1 (satu) sekretariat; dan 

b. Kelompok JF. 

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

terdiri dari 1 (satu) subbagian dan kelompok JF. 

(4) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

terdiri dari koordinator Kelompok JF dan kelompok JF. 

(5) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri 

dari kelompok JF Penanaman Modal dan kelompok JF 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 
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Pasal 7  

Ketentuan mengenai fungsi dan bagan struktur organisasi 

DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal   

6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 8  

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, 

dan fungsi, serta tata kerja DPMPTSP ditetapkan dengan 

peraturan kepala daerah. 

 

BAB IV  

JABATAN FUNGSIONAL DAN TIM TEKNIS 

 

Pasal 9  

(1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 

(3) dan ayat (4) terdiri dari jenis JF sesuai dengan bidang 

keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Jenjang dan jumlah kelompok JF sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan    

berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis 

beban kerja.  

(3) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional 

berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. 

(4) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak 

dilakukan pelantikan. 

 

Pasal 10  

(1) Pada kelompok JF yang menyelenggarakan fungsi 

pelayanan terpadu satu pintu dapat dibentuk tim teknis 

sesuai dengan kebutuhan pelayanan perizinan berusaha 

dan nonperizinan. 

(2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai tugas menyiapkan rekomendasi atas 
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penerbitan perizinan berusaha dan nonperizinan. 

(3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

beranggotakan perangkat daerah teknis terkait yang 

mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan 

bidangnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 

 

BAB V  

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

Pasal 11  

(1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap DPMPTSP 

dilakukan oleh Menteri. 

(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan umum 

DPMPTSP di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Menteri mendelegasikan kepada gubernur sebagai 

wakil pemerintah pusat. 

(3) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) melaporkan kepada Menteri hasil 

pembinaan dan pengawasan terhadap DPMPTSP di 

kabupaten/kota. 

 

BAB VI  

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 12  

Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota yang DPMPTSP  

masih merumpun atau dirumpunkan dengan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah lainnya 

karena intensitas perizinan berusaha, investasi, pendapatan 

asli daerah rendah, dan keterbatasan sumber daya aparatur, 

wajib menyesuaikan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak 

Peraturan Menteri ini diundangkan. 
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BAB VII  

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 13  

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan 

daerah dan peraturan kepala daerah yang mengatur mengenai 

DPMPTSP wajib menyesuaikan paling lama 2 (dua) bulan 

terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. 

 

Pasal 14  

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang  

Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan  

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 15  

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 22 Juli 2021 

 

MENTERI DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 2 Agustus 2021 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

             ttd 

BENNY RIYANTO 

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 885 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Hukum, 

 
 

ttd 
 

R. Gani Muhamad, SH, MAP 
Pembina Utama Muda (IV/c) 
NIP. 19690818 199603 1001 
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LAMPIRAN 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 25 TAHUN 2021 

TENTANG DINAS PENANAMAN MODAL 

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  

 

 

FUNGSI DAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  

 

I. Identitas Perangkat Daerah 

Nama Urusan Pemerintahan : Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  

Satu Pintu 

Daerah : Provinsi atau Kabupaten/Kota  

 

II. Pengelompokan Fungsi/Kelompok Jabatan Fungsional 

1. Kelompok JF Substansi Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi: 

a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana 

strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup 

daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah. 

b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan 

penanaman modal lingkup daerah. 

c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup 

daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman 

modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing 

penanaman modal lingkup daerah. 

d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi 

penanaman modal lingkup daerah. 

e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar 

negeri. 

f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman 

modal. 

g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan 

sektor usaha dan wilayah. 

h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan 

penanaman modal, dan pendampingan hukum. 
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i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan 

penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan 

peraturan perundang-undangan. 

j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem 

informasi penanaman modal. 

k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah 

teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim 

penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha. 

l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, 

pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan 

penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

2. Kelompok JF Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

menyelenggarakan fungsi:  

a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi  dan 

pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan. 

c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan 

pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan. 

d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan 

perizinan berusaha dan nonperizinan. 

e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka 

pelayanan perizinan dan nonperizinan. 

f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan 

nonperizinan. 

g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat 

daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan 

nonperizinan. 

h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan 

masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, 

dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Kelompok JF lainnya berdasarkan kebutuhan, menyelenggarakan fungsi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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III. Bagan Struktur Organisasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

MENTERI DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA 

                  ttd 

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN 

 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIS 

SUBBAGIAN UMUM 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

KOORDINATOR JF DAN 
KELOMPOK JF 

PENANAMAN MODAL 

KOORDINATOR JF DAN 
KELOMPOK JF PELAYANAN 

TERPADU SATU PINTU 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Hukum, 

 
 

ttd 
 

R. Gani Muhamad, SH, MAP 
Pembina Utama Muda (IV/c) 
NIP. 19690818 199603 1001 

 


